
PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
LEMBATA NOMOR 03/HK.03.l-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 
2026 
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 8 TAHUN 2026, 9 hlmn  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA 
NOMOR 03/HK.03.l-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 
 
ABSTRAK :  Bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, perlu dilakukan 
penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi. Melaksanakan 
ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu ada 
struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata 
Nomor 03/Hk.03. lKpt/ 5313 /Kpu-Kab /I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat 
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Lembata Tahun 2025. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :  

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6820); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Informasi Pemilihan Umum 
dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 



Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan Infromasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 741); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). 

CATATAN :   -    Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal 
dikeluarkan pada tanggal 21 April 2026. 

-  Lampiran 5 halaman.  
 


